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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tugas Disnaker Kota Padang dalam melakukan berbagai upaya untuk

mengurangi pengangguran dengan berbagai proyek dan membuka lowongan

pekerjaan di Kota Padang

2. Disnaker Kota Padang dalam mengatasi masalah pengangguran menghadapi

beberapa kendala sebagai berikut:

A. Pembatasan anggaran pengeluaran keuangan yang merupakan elemen vital

dalam mengurangi pengangguran dan membuat administrasi atau proyek

yang direncanakan tidak ideal dan selanjutnya menumbuhkan data tentang

posisi terbuka, yang merupakan tempat di mana populasi umum hampir

tidak memiliki pengetahuan tentang data tentang perluasan posisi terbuka.

B. SDM Disnaker yang dirasa kurang memadai untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak maksimal, dan juga tidak fokus

pada tugas masing-masing.

C . Tidak adanya mindfulness terhadap pengelola yang memberikan data

tentang pembukaan pekerjaan ke Disnaker Kota Padang

D . Dengan jiwa giat yang rendah, ketiadaan mindfulness dilakukan oleh para

pengangguran yang tidak bisa bebas atau dalam mengisi lowongan

pekerjaan melalui pengaturan kerja.
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3. Upaya mengatasi hambatan yang terlihat oleh Disnaker Kota Padang adalah

sebagai berikut:

A. Departemen Tenaga Kerja dan Perindustrian berusaha untuk mengusulkan

perluasan aset keuangan ke menengah dan selanjutnya untuk membatasi

jumlah anggota dalam posisi terbuka yang berkembang dalam

mengalahkan pengangguran.

B. Antar buruh di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang saling

membantu dengan tidak meninggalkan kewajiban masing-masing

C . Departemen Tenaga Kerja terjun langsung ke lapangan (pelaku bisnis)

atau menghubungi organisasi ternama, untuk melihat apakah ada peluang

kerja yang bisa diakses.

D . Pimpin pertemuan langsung dengan pencari kerja dan pencari pekerjaan

serta pengangguran, bertekad untuk mengetahui keinginan pencari

pekerjaan yang perlu bekerja di bidang formal atau kasual.
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B. Saran

1. Upaya dalam pengaturan pekerjaan diselesaikan dengan baik, namun untuk

pengembangan lowongan pekerjaan dipercaya bahwa kemajuan yang

dilakukan oleh Disnaker dilakukan secara merata, di daerah-daerah, namun

juga di daerah-daerah yang jauh, sehingga data tentang lowongan pekerjaan

diketahui oleh orang pada umumnya dan bisa dilakukan sampai yang paling

ekstrim.

2. Menetapkan pernyataan tentang lowongan kerja atau penerangan Disnaker Kota

Padang bahwa terdapat pasar kerja berbasis internet, mengingat tidak semua

orang yang datang ke Disnaker Kota Padang menyadari adanya web dan

bebas mengejar administrasi ketenagakerjaan.

3. Mengarahkan otonomi mempersiapkan para pengangguran dengan tujuan agar

mereka memiliki kapasitas otonom dan dapat membuka pintu bisnis baru bagi

mereka dan orang lain yang dapat mengasimilasi pekerjaan
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